
BUPATI K&NDAL,, 
a. bahwa daJam rangka meningkatkan kinerja clan efcktifltas 

pelaksanaan urusan yang rnenjadi kcwennngan 
Pernes-irrtah Daerah Kabupaten l<endal dengan 
diberlakukannya Pcraiuran Daerah Kabupav-n Kenda} 
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kr-dua atas 
Peraruran Daerah Nomor 8 Tahun 201f. tentang 
Pcrnbcnrukan dan SU$Un~n Perangkat Dacrah Kabupaten 
Kendal maka perlu dilakukan penyesuaian kelernbagaan 
Perangkat Daerah pelakseoa urusan pcrneruuahan lL 
bidang perdagaogan, koperasi, usaha rnlkro, kecil dan 
menengan; 

b. bahwa berdasarkan perurnbangan sebagairnana dimilksuct 
huruf a, pertu menerapkan Peraturar\ Bupai i tentang 
Kedantukan, Susunan Organisasi. Tu.gas clan t-·ungs1, seria 
Tat~ Kerja pada Dinas Perdagangan, Kopcrasi clan Usaha 
Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun l950 ientang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propmsi D;awA Tengah scbegaimana telah 
dr ubah dengan Undang·Undang Nomor 9 Tahun l 965 
rentang Pernbcntukan Daei ah Tingkat 11 Batang dcngan 
mengubah Undang·Undung Nomor 1.3 Tahun J95U 
l,t"nlang Pernbcnrukan Dacrah-daerah Kabuparcn o~itam 
Lingkungan Propjn.si .Jawa Tengah [Lernbaran Negnru 
Republik lndonesia Twhun 1965 Nomor 52, 'rambahun 
Lcmbaran Negara Repubhk tnuonesia Nornor 27f,7t, 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daer-ah [Lernbaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali tcrakhir dengan 
Undang·Undang Nomor 11 Tahun 2020 lentang Cipla 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, 'l'ambahan Lembaran Negara Republik 
[ndonesia Nomor 6573); 

4. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 32 Tahun 1950 tenl1:tng 
Penerapan Mulai Berlakunya U ndang- Undang 1950 
Nomor 12, 13, 14, dan 15 clari ha! Pembentukan Daerah 
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan 
Daerah lstimewa Yogyakarta: 

5. Peraiuran Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
perluasan Kotamadya Daerah Tingkat n Semarang 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3079); 

6. Peraruran Pernerintah Nomor l8 Tahu.n 2016 tentang 
Perangkat Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana ielah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 
2019 ten tang Perubahan atas Pera tu ran Pcmenn Lah 
Nomor 18 tahun 2016 tcntang Perangkat Dacrah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1871 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

7. Pere turart Perner-irrtah Nomor 1 l 'T'ahun 2017 lc:ntang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tarnbahan 
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan Pernerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan 
Pernerintah Nemer l 1 Tahun 2017 ten tang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tarnbahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Pcraturan Menleri Pendayagunaan Apararur Negara dan 
l~cformasi Birokrasi Nomor l 7 Tahun 2021 tentang 
Pcnyctaraan Jabalan Administrasi ke Jabat.an Fungsional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
525); 

9. Pcraturan Menterl Pendayagunaan Aperatur Negara clan 
Reformaai Birokrasi Nemer- 25 'T'ahun 202 l teruaug 
Penyederhanaan Struktur Organisaei Pada Inetansi 
Peruerintah Untuk Penyeder-hanuarr Birokr-eai (Seri ta 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 202 I Nomor 546); 
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Dinas Pcrdagangan. 
Mentngah Ka buparen 

6. Kcpala Dinas adalah Kcpala 
Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Kendal. 

Dalarn Peraruran Bupati in, yang dlmaksud dr-ngun : 
1 Daera.h adn lah Kabupawn Kendal. 
2. Pemerintah Daerah adaJah Bupari scbaaat unsur 

penyelenggara Pemeruuahan Dacrah yang merrllrnpm 
pelaksanaan uruaan pemeriruahan YHng mcnjadi 
kewenarrgan daerah otunorn. 

3. Bupati adalah Bupari Kendal. 
4. Sekrctaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kendal. 
5. Dinas Perdagangan, lvupcrasi dun Us1:1hc1 Ktcil dim 

Menengah Jang setanjutnyu disebut D111al:i adulah Dtua-, 
Perdagangan, Koperasi dan Usaha xccu don Me11t""11gah 
Kabupatcn Kendal 

BAB 1 
KITT8NTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG KF;DUDUKAN. SUSUNAN 
OROAN!SAS!, TUGAS DAN rUNGSL, SlsRTA TATA Kt::R.JA 
PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA 
KECIL DAN MENENCAH KAAVPATEN KE:NDAL 

MEMUTUSKJ\N: 

10 Peraruran Daerah Kabupaten Kendal Nomoi 6 Tuhun 
2016 tenrang Urosan PcmerhHahan vemg Mc1tjad1 
Kewenangan Pemenruah Daerah Kabupatcn lvendal 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 
6 Seri E No 3, Tarnbahan l.cmbaran Daerah kabupmen 
Kendal Nomor 157); 

11. Peraruran Dacrah l,abupaten Kendal Nomor tl Tahun 
2016 rentang Pernbentukan dan Susunan Perangkn1 
Daerah Kabupatcn Kendal Lembaran Dacrah Kabuputen 
Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. t , Tarnbahau 
Lcmbaran Daerab Kabupaten Kendell Nomor 15t.l) 
sebagaimana ietah diubah beberapa kal] terakhir dcngan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor I :i Tahun 
2021 tentang Perubahan l{edua Ates Pcratumu Dat-rnh 
Kabupei.en Kendal Nomor 8 1':::ihu.n 20H> tt::rna1ll'.(. 
Pernbenrukan dan Susunan Pr:rangkat Da~1.-d1 
Kabupaten Kendal (l.ernbaran Deerah Kabupar.-n ...:t'11dHI 
Tahun 2021 Nomor 13. Tambahan Lernbaran Dacrah 
J(abu1,aten Kendal Nomor 21 "I 

1 

Mc:netapkan · 



6 

(1) Dinas rnerupakan unsur pclaksana urusan 
pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, usana 
mikro, keci1 dan menengah, serta euergl dan aumbcr 
daya mineral yang rnenjadi kewenangan Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawah kepada Bupati melalui 
Sekrctaris Daerah. 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 2 

BAB 11 
KEDUDUKAN. TUCAS DAN f•'UNOSI 

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN 
adalah profesi bagi pegawai uegeri alpll dan pegawai 
pemcrintah deogan perjanjian kerja ya..ng bckerja pada 
instansi pernerintah. 

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS 
adalah Pegawai yang Lelah mernenuhi syarat yang 
ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang <lan 
diserahi rugas dalam satu jabatan negeri atau diserahi 
cugae ncgara lainnya dan digaji berd:l~arkan peraiuran 
pcn.indang-undangan yang berlaku. 

9. .Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 
bcrisi fungsi dan tugss berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalab scjumJah tcnaga 
dalarn jenjang fungsional yang terdiri dalam bcrbagai 
kelompok sesuai dengan keahliarmya. 

11. Sub Koordioacor adalah PNS yang diberikan tugas 
unruk membantu Kepala Bagjan/Kepala Bidang/ 
Sekretaris/Koordinalot dalarn menyusun pcrencanaan. 
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan 
evaluasi, sorta pclaporan kegiatan pada unit kerjanya 
sesuai lingkup iugas dan tungsinya dan dirunjuk oleh 
Kepala Perangkat Daerah. 

12. Pelaksana Senior adalah PNS yang memiliki seniontas 
dari aspek kepangkatan dan mempunyai kompetcns, 
unruk ditunjuk oleh Kepa,la Perangkat Daerah untuk 
diberikan tugas mernbanru Sekretaris/Kepala 
Bidangj' Kepala Bagian/ Koordinator pada uniL kcrjanya 
dalam mcnyusun perencanean, pelaksanaan dan 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 
pclaporan kegiatan lingkup tugas clan fungainya, 



BAB Ill 
SUSUNAN ORt~ANISASI 

Pasal 5 
(11 susunan Organisasl Dinas tcrdin dan: 

a. Kepala Dinas: 
b. Sekretariat: 
c. Bidang Perdagangan; 
d. Bidnng Koper-asr; 

c. Bidang Pernberdayaan Usaha M,kro; 
f. Unit Pelaksana Tcknis Daerah; dan 
g. Kclompok .Jabatcm Puogetonet. 

Dines mempunyai iugas mernbaruu Bupau melaksanakan 
urusan pcmerintahan bidang pc:rdagangan, koperasi, usaha 
mikro kecil dan rnenengah, serta energi dun sumber daytt 
mineral yang rncnjadi kewenangsn dan iugas pernbaruuan 
yang diberikan kepada Daerah. 

Bagian Ketiga 

Fungsr 
PHS&ll c1 

Uruuk melaksanaxan tugas sebagaimana dimaksud dalurn 
Pa$0J 3, Dinas mcmpunyai fi1ngs1: 
a. perurnusan kebijakan dj bidang perdagangan koperasi, 

ueana mikro keci1 dan mcnengeh serra t-ne1·gt dun 
surnber daya mineral; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pcrdagangan, knpcrasi. usaha mikro kr-r-i! dan 
rnenengeb serta cnergs dan sumbcr dayc1 minvrul: 

c. pembmaan, pengawasan. dan pengendahan keb1JNkHn 
di bidang perdagangan. koperasi, usaha mikm kecil don 
mcrn::ngah serta energi dan sumber dava mincrul: 

d. pengelolaan dan fas1litasi kcgiaran di lndun~ 
perdagangan, kupei asi, usaha rmkro ~,·e,1 dMn 
menengah serts energi dau sumber daya mineral: 

e. petaksanaan evaluasi dan pelapore n kegiaum di bidang 
perdegangan. koperast, usaha mikro kc-er! d1111 
menengah serra energi dan sumber daya rmnerai: 

r. pelaksanaan admimstresi Dmos di bidruig perdapangan. 
kopcrasi, usaha mikro kccil dan mencngah $l rta energs 
dan surnber daya mineral. dan 

g. pelaksanaan fung<:i kedinasnn lam y:1ng dibr-rikan olr-h 
Bupau di bidang pcrdagangan, koperaal. usnha mikro 
kectl dan menengan serta en~rgi Jan su rnber daya 
mineral. 

Bagian Kedua 
Tuga-s 
Pasal 3 
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Bagian Kesaru 
Kepala Dines 

Pasal 6 
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dirnaksud dalarn Pasal 3 den Pasal 4, Kepa la Dinas 
sebagiamana dimaksud dalam pasal 5 ayat (I) huruf a, 
mempunyai rincian tugas : 
a. merumuskan dsn mcnet.apkan rencana dan program 

kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang 
undanga.n dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabo.tan dan 
kompetensinya serta membcriken arahan balk secara 
lisan maupun terrulla guna kelancaran pelaksa naan 
tu gas; 

c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasl dengan 
inscansi terkait baik vcrtikal rnaupun horizontal guns 
sinkronlsasl dan harmonisasi pelaksanaan rugos; 

d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemcrmtahan 
bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan 
menengnah serta energi dan sumber daya mineral di 
Daerah sesuai peraruran perundang-undangan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas: 

e, mcnelaah d.an mcngkaji peraruran perundang 
undangan di bidang perdagangan, koperasi, usaha 
mikro kecil dan menengah serta encrgi dan sumber 
daya mineral sebagai bahan perumusan kebijaka n 
teknis serta pedoman pc:1aksanaan tug.as; 

r. menyclcnggarakan pembinaan, pengawasan clan 
pcngendalian kcgiatan di bidang perdagangan, koperasi, 
usaha rnikro kecil dan rnenengah serta cnergi dnn 
sumber daya mineral sesuai peraturan perundang 
undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang 
telah ctitctapkan; 

g. menyelenggarakan pelayanan prima. fasilitasi, dan 
inovasi di bidang perdagangan. kopcrasi, usaha mikro 
kecil den menengah serta eoergi dan sumbcr daya 
mineral sesuai dengan ketentuan pcr-attrr'an pcrun.dang 
undangan guna penlngkatan kualitas kerja; 

h. mcneraplean Standar Opcraaional Prosedur {SOP) dalarn 
penyclenggaraan kegiatan di bidang perdagangan, 
kope.raai, usaha mikro kecjl dan menengah serte energi 

BAB!V 
RINC!AN TUGAS 

(2) Bagan Organisasi Dinas sebagairnana tercantum dalam 
Lampiran 1 yang merupakan bagsan 1idak terpieehkarr 
dari Peraturan Bupati ini. 
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dan sumbcr deya mineral agar dipcroleh hasil yang 
optimal; 

1. menyclenggarakan pengawasan dan pengenda.lian di 
bidang perdagangan, koperasl, usaha mikro kecll dan 
men.engah serta energi dan sumber daya mineral 
peraturan perundang-undangan; 

j. menyelenggarakan pembinaan teknts dan administradf 
di bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan 
menengah serta cnergi dan sumber daya mineral sesual 
peraturan perundang-undangan; 

k. rnenyelenggarakan kegiatan di bidang perdagangan, 
koperasi, usena mikro kecil dan menengah serta cnergi 
dan surnber daya mineral sesuai program dan kebijakan 
yang telah ditetapkan; 

I. mengoordinasikan dan memfasllltasi pcnyelenggaraan 
sistern pertukaran Informasi dengan lnstanst 
Pemermta.h, Pernerintah Provinsi, dan Pcmerintah 
Kabupaten/Kota yang mcnangani perdagangan, 
koperasi, usana mikro kecil dan rnencngah serte cnergi 
dan sumbcr daya mineral sesuai dcngan peraturan 
perundang-undangan: 

rn, menendaianganl dan menerbitkan perizman dan 
nonperizinan berdasarkan pendelegasian wewenang 
yang diberikan oleh Bupati sesuai peraruran 
perundang-undangan; 

n. memtaeilitesi pc)ayanan pcngadua.n di bidang 
perdagangan, kcperasi, usaha mikro kecil dan 
menengah serta energi dan sumber daya mineral dan 
merumuskan upays pernecahan mas.a!ah tcrhadap 
pengaduan yang diajukan; 

o. mengelola dan mengembangkan sistern tnformasi dan 
data dl bidang perdagangan , koperasi. ueeha mlkrc 
kecil dan menengah serta encrgi dan .sumber daya 
mineral agar dipcroleh efektHitas dan efisicnsi 
pelaksanaan kegiacan; 

p. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dcngan cara 
mcngukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan kcpada Bupati dan 
kebijakan tindak lanjut; 

q. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati balk 
lisan maupun tertulis sebagai wujud aJnmt.abilitas dan 
transparansi: 

r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
bcrdasarkan sasaran kcrja pegawai da n perilaku kerja 
sesuai ketentuan dalam rangka pcningkatan karir, 
pemberian penghargaan dan sankst; 

s. menyampaikan saran den pcrtirnbangan kepada 
pirnplnan baik Iisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar sorta unruk 
mcnghindari pcnyimpangan; dan 
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Bagian Kedua 
Sckretariat 

Pasal 7 
{l) Sekretariat Dinas sebagimana dimaksud dalam Pasat 5 

ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sckrdaris yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas. 

(2) Sekrctaris sebagalmana dimaksud pada ayat \I). 
rnernpunyal tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Din as dalam perumuaan kebijakan teknls, 
pengocrdinaeian, pernbinaan, pengawasan, 
pengcndalian, pengelolaan clan rasi1hasi kegiatan di 
bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, urnum, 
kepegawaian, dan kcuangan. 

(3) Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (2), sekreteris mcmpunyai fungsl : 
a, perurnusan kebijakan tcknis di bidang 

kesekrets riatan; 
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiaran 

kesekretariatan: 
c. pembinaan, pengawasan, dart pengendalian 

kegiatan kesekretariatan: 
d. pengelolaan den faailitasi kegiatan kesekretariatan; 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan 

kcsekretanatan: dan 
t, pelakaanaan Iungsi kedinasan lain yang diberlkan 

oleh Kepala Dinas. 
(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat t2) dan ayat (3), Sekretaris Dinas 
mempunyai rincian tugas : 
a. menyusun rencana dan program kcgjamn 

Sekretariat berdasarkan pecaru ran perundang 
undangan dan hasU evaluasi kegiatan tahun 
sebclumnya sebagat pcdoman pelaksanaan rugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pcngkajian 
perrnasalanan dan peraruran perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan c!isicn; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dcngan jabatan dan 
kompetensinya serta mernberikan arahan bail< 
secara lisan maupun terrulis guna kelancaran 
pelaksanaan rugas; 

d. melaksanakan koordiuasi dan konsultasi dengan 
tnsranst terkait balk vertikal maupun horizontal 
unruk rnendapatkan -informasi, masokan. serra 

L. rnetaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas clan fungsi unit kcrjanya. 
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dalarn rangka sinkronisasi cian harmonisasi 
pelaksanaan tugas: 

e. menelaah dan me.ogkaji peraruran perundang 
undangan sesuai ling)<up tugasnya sebagai bahan 
atau pedornan uncuk melaksanakan kegiatan; 

r menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan 
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan 
perencanaan, evaluasi, pe1aporatt, sistem inforruaer, 
keuangan, adrrriniatraai urnum, kcpcgawaian dan 
Iungsi Lain yeng dibcrikan ofeh Kepala Dinas; 

g. rnengoordinasikan da.n menyiapkan konsep Rencana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Ookumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahnn 
anggaran sesuat ketenruan clan plaion anggaran 
yang ditetapkan; 

h. mengoordinasikan dan mcnylapkan konsep Rencana 
Pembangunan .Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 
Rcncana Strategis (Renstra), Rencana Kerja [Rcnja], 
lndikator Kinerja urama (IKU), Pcrjanjian Kinerio 
(PKI dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

1. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporau 
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (T,KPJI, 
Laporan Kinerja Instansl Pcmerinr.ah {LKjlP), 
E;valuasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPlP), 
Pengcndalian Operasional Kegiatan (POK) dart jenis 
pelaporan lainnya sesuai dengan ketenruan yang 
berlaku; 

J, rnengclola sistem informasi dan dare Dinas sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh 
efektivitas clan efisiensi petaksanaan kegiaran; 

k. rnenyelenggarakan pelayanan adrninistrasi umum, 
kepcgawaian, keuangan, ketata.lak:;.anaan. 
kehumasan, protokoler. i,erpustakaan. kearsipan. 
dokumentasi, perlengkapan / perbekalan, 
pengamanan kantor, kebersihan dan pcrtarnanan, 
pengelolaan aser tctap dan asct tidak tctap, serta 
fasilitasi kcgiatan rapat dan pencrirnaan kunjungan 
tamu Dinas: 

I. mengoordinaaikan rencana dan proses pengadaa n 
barartg dan [asa di lingkungan Dinas sesuat dcngan 
peraturan pcrundang-undangan; 

m. mengoordinasikan dan memfasiluasi penyusunan 
Standar Operasional Prosedur (SOP), anatisis 
jabatan, anallsis bcban kerja, evaluasi jabatan, 
budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar 
pelayanan serta pengusulan forrnasi kcbutuhan 
pegawai Dinas; 
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Paragra! I 
Sub Bag,an Perencanaan dan Keuangan 

Pasai 9 
( 1.) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kcuangar1 

scbagalmana dimakeud pada pasal 8 ayat (11 huruf a, 
mempunyai tugas rneleksanakan sebagian tugas 
Sekrctaris dalam penyiapan bahan perurnusan 
kebijakan teknie, pengoordinas.ian, pembinaan. 
pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan Iasultasi 
kegiatan di bidang perencanaan. monitoring, cvaluasi, 
pelaporan, sisrern informasi Dinas, dan administrasi 
keuangan. 

(2) Untuk melaksana.kAn tugas sebagairnana dimaksud 
pada ayat (l). Kepala Sub Bagian Pcrcncanaan dan 
Keuangan mempunyal rincian tugas : 

Pasal 8 
(1) Susunan Organisasl Sekretariat sebagairnana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (I) huru[ b, terdiri atas : 

a. Sub Bagian Perencanaan dan T<cu&ngan: dan 
b. Sub Bagian Umum dan Kcpegawaian. 

(2) Sub Bagian scbagaimana dimaksud pad a ayat (I) huruf 
a dan huruf b masing-rnaslng dipimpin oleh scorang 
Kepala Suh Bagian yang berada dibawah dan 
bcrtanggtang jawab kepada Sekretaris. 

n. me)aksanakan pernbinaan, pengawasan. dan 
pengendalian fungsi-Iungsi manajcmen administrasi 
perkantoran agar terwujud petayanan prirna: 

o. rnelaksanakan pcmantauan dan evalues! 
pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara 
mengukur peneapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut; 

p. mengevaluael clan mcnilas prestaei kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka pcningkalan 
karlr, pemberian pcnghargaan dan sanksi: 

q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
atasan sebagai baha.n evaluasi dan pengarnbilan 
kebijakan berikutnya; 

r. menyampaikan saran dan pcrtimbangan kepada 
atasan baik lisan maupun tertults berdasarkan 
kajian agar pelaksanaan kcgiatan herjalan lancar 
dan optimal sorta untuk mcnghindari 
penyimpangan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kcrjanya. 
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a. menyusun rencana dan program kcgiatan 
Subbagian Perencanaan dan Keuangan bcrdasarkan 
peraturan pc.rundang-undangan dan hasil evaluasi 
kcgiatan tahun sebelurnnya sebagai pedornan 
pelaksansan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pcngkajian 
perrnasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan rugas bcrjalan efektif dan efislent 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetenainya serta mernbcrikan arahan baik 
ecoara. lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal rnaupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmomsasi 
pelaksanaan rugas: 

e. rnenelaah dan mengkaji peraturan pcrundang 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk mclaksanakan kegiatan; 

f. rnenyiapkan bahan pcnyusunan perunjuk ieknis, 
pecunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 
lingkup tugasnya guna mendukung kclancaran 
pelaksanaan kegiatan: 

g. menghimpun dan mcneliti bahan perencanaan dan 
usulan program keg:iatan dar-i ma.sing-ma.sing. seksd, 
subbagian dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UP'l'D) 
sesuai dengen ketentuan yang berlaku guna 
rnenghindari kesalahan; 

h. menyiapkan bahan dun menyusun konscp Rencana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Ookumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan 
anggar-an sesuai ketentuan dan plafon anggaran 
yang dltetapkan; 

i. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), 
Indikator Kinerja Utama (U(U), Perjanjian Kinerja 
{PK) dan jenis dokurnen perencanaau lainnya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

J· menyusun konscp Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Sub Bagian Pcrenca.naan clan Keuangsn serta 
menghimpun dan mendokumentasi SOP yang 
disusun oleh masing-masing bidang clan UPl"D~ 

k, menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak 
tanjur hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan 
pcraturan perundang-undangan: 

l. mc:nghimpun dan mencliti Japoran perkembangan 
dngkat realisasi peleksanaan kegiatan dari rnaaing 
masing subbagian, seksi dan UPTD sebagai bahan 
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x, mcnyusun laporan pelakaanaan kcgiarnn kcpada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi petaksanaan kegiatan; 

q, menyiapkan bahan dan mengoordmasikan proses 
administrasi keuangan metalui aplikasi sistcm 
informaei untuk penge!olaan keua.ngan daerah 
sesuai dengan peraturan perund.ang-undangan~ 

r, menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan 
bimbingan teknis di bidang keuangan kepada 
pejabat pengelola keuaogan da.n bendshara di 
lingkungan Dinas; 

s. melaksanakan pengendalian da.n evaluass 
penyerapan anggaran dengan cara membandingkan 
laporan perkcmbangan realisasi belanja denga n 
rencana pembiayaan yang ditelapkan sebelumnya; 

t. melaksanakan vcrili.kasi terhadap berkas/dokumcn 
penanggungjawaban keuangen pclaksanaan 
kegiatan guna mcnghindari kesala.han serta 
mernbertkan korcksi penycmpumaan; 

u. mcnyiapkan bahan dan mcnywsun laporan 
pertanggungjawaban keuangan Dinas serta jcnis 
pelaporan keuangan lainnya: 

v. me1aksanakan pernantauan dan evaluasi kegiatan 
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan 
ca ra mcngukur pcncapa.ian program kerja yang 
telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan 
tindak lanjut; 

w. mengcvaluasi d3J1 menilai prestasi kerja bawahan 
bcrdasarkan saaaran kerja pegawai dan perilaku 
keria sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sar'lksi: 

admioistrasi 
anggaran, 
pelaporan 

o. menyia.pkan bahan dao sarana 
keuangan dalam rangka pencaira.n 
pengetotean, pcmbukuan, dan 
pertanggungjawaban keuangan: 

p. menghimpun dan mernproses usulan pencairan 
anggaran baik di lingkungan Sekretariat, Bidang, 
clan UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang ber!aku; 

penyusunan laporan Pengcndalian Opcraslonal 
Kegiatan (POK); 

m. menyiapkan bahan dan rnenyusun konsep Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ}, 
Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjTP), 
EvalL1asi Kinerja Pembangunan Daerah (EKE'D), 
Sistcm Pengende.lian Intern Pcrnerintah (SPIP) dan 
jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 

n. meiaksanakan koordinasi, pernbinaan, 
pcngendalie.n, dan pernbcrian bimbingan di bidang 
sistem informasi dinas; 

" 
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Paragraf2 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Pasal 10 

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 8 aya; (I) huruf b, 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Sekretaris dalarn penyiapan bahan pcrwnusan 
kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, 
pengclolaan dan pemberian birnbingan di bidang 
administrasi umum, ketatalaksanaan. kenurnasan, 
perpustakaan, kearsipan, dokurnentasi, perlcngkapan, 
pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiat..an 
analisis jabatan clan budaya kerja., 

(2) Untuk mclaksanakan rugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepcga.waian mempunyai rincian tugas sebagai bertkut: 
a. mc:nyusun rcncana dan program kcgiatan 

Subbagian Umum dan l<cpegawaian berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dan hasil evaf uaai 
kegiatan tahun sebelurnnya sebagai pedoman 
pelaksanaan cugas: 

b. menjabarkan perintah pimplnan melalui pengkajian 
permasalahan dan peracur'an pcrundang-undangan 
agar pclaksana.an tugaa berjalan cfektif dan efiaien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompcteosinya serta memberikan arahan baik 
secara lisan ma.upun tcrtulis gun a kelancara n 
pclaksanaan tugas: 

d. melaksan-akan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk rnendapatkan inforrnasi, masukan, serta 
dalam ra ngka sinkronisasi dan harmomsasi 
pelakaanaan tugas: 

e. menetaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan sesuai lingkup tugasnya scbagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

r. menyiapkan bahan peoyusunan perunjuk tcknis, 
petunjuk pelalcse naan, dan naskah dines sesuai 
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 
pclaksanaan keglatan: 

g, melaksanakan layanan kegiatan surat menyurai, 
perlengk.apan, kecatalakeanaan, kchumasan, 
dokurnentasi, perpustaka.an, kearaipan, serta 
pengelolaan aset tctap dan aset tidak ietap; 

y. menyampaikan saran dan perlimbangan kepada 
pimpinan balk lisan maupun tertuus berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta urnuk 
menghindari penyimpangan: dan 

z. melaksanaken tugas kedinasan lain dari pimpf nan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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h. memfasilitasi penyusunan analisls [abatan, analisis 
beban kerja, evaluasi jabatan, buoaya kerja, survey 
kepuasan masyarakat, stander pelayanan serta 
pengusulan Iormasi kcbutuhan pegawai Dinas 
sesual dengan peraruran perundang-undangan; 

i, rnerencanakan, mernproses dan rnelaporkan 
pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas 
serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset 
tidak tetap, asct tidak bcrwujud dan barang 
persediaan sesuai dcngan pcraruran pcr-undang 
undangan; 

j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang 
melaksanakan fungei layanan pengadaan dan 
Layanan Pengadaan Secaro Bleku-onik (LPSE:j 
Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa 
Dinas sesuai dengan peraruran perundang 
undangan; 

k. meloksenakan penatausahaan, Inveruarisasl. dan 
petaporan aset sernesteran dan tahunan untuk 
tertib administrasi serta melakukan pengawasan, 
pengendalian, pemelihataan asel tetap dan asei 
tldak retep agar dapat digunakan optimal; 

L. menyiapkan bahan dan mcnyusun laporan bidang 
kepegawaian secara rutin dan bcrkaJa scrta 
memelihara file/ dokumen kcpegawaian seluruh 
pegawai Dinas guna terciptanya ierub administrasi 
kepegawaian: 

m. menyiapkan bahan dan memproscs usulan 
kenaikan pangkai, mutasi, gaji berkala, 
pembcrhentian/pcnsiun, pcmhuatan kartu 
suruni/isteti, tabungan asuransi pensiun (taspcn], 
pcngirirnan pcsert.a pendidikan dan pelarihan 
(diklatjfbimbingan teknis {bimtek), dan urusan 
kepegawaian lainnya; 

n. melaksanakan urusan rumah tangga serta 
menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokolcr 
dalam kegiaten rapat-rapat maupun pcncrlmaan 
kunjungan tamu Dinast 

o. mengoordtnasikan keglaran pengamanan kantor, 
kebersihan, dan pertarnanan agar tercipta 
lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan 
nyaman; 

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 
Operasionai Prosedur (SOP) kegiaian Sub Bagian 
Urnum dan Kepegawaian; 

q. rnelaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiata.n 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cars 
mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut 
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Bagian Ketiga 
Bidang Pcrdagango.n 

Pasal 11 
(1) Bidang Pcrdagangan sehagaimana dimaksud dalam 

Pasal S ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
.kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), mernpunyai tugas melaksana kan 
sebagian rugas Kepala Dinas dalam perumusan 
kebijakan teknis, pengoordinasian, pcmbinaan, 
pengawasan, pengendalian, pcngclolaa.n, Iaeilitasi, 
evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pcrdagangan 
serta encrgi dan surnber daya mineral. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagatrnana dimaksud 
pad a ayat (2), Bidang Perdagangan mempunyal fungsi : 
a. perumusan kenijakan teknis di bidang perdagangan 

serta cncrgi dan sumber daya mineral; 
b. pengoordinasian den pclakaanaan kegiatan 

perdagangan serta energi dan sumber daya mineral; 
c. pernbinaan, pcngawasan, den pengendalien 

kegiatan perdagangan serta cnergi dan sumber daya 
mineral; 

d. pengelolaan dan fasiliiasi kegiatan perdagangan 
serta energi dan sumber daya mineral; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan 
perdagangan serta energi dan surnber daya mineral: 
dan 

f. pelaksanaan Iungsi kcdinssan laln yang diberikan 
olch l<epa la Dinas di bi dang pcrdagangan scrta 
energi dan sumber daya mineral. 

{4) Untuk mclake-;anakan tugas dan fungsi sebagaimnna 
dimaksud pads ayat (2) dan ayat (3\, Kepala Bidang 
Perdagangan mempunyai rtncian tugas : 

r. mengevatuasi dan menilai prestasi kcrja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku 
kerja scsuai ketenruan dalam rangka peningkatan 
karir, pernbcrian penghargaan dan sanksi: 

s. mcnyusun laporen pelaksanaan kcgiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pclaksanaan keglatan: 

t. menyarnpaikan saran dan pcrtimbangan kepada 
pirnpinan baik liaan maupun rertulis berdasarkan 
kajian agar kegiaten betjaJan Iancar scrta unruk 
menghindari penyirnpangan: dan 

u. melaksanakan cugas kedinasan Jain dari ptmpinan 
sesuai dcnga.n cugas dan fungsi unit kerjanya. 
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a. mcnyusun rencana dan program kegiatan Bidanp; 
Perdagangan berdasarkan peraturan perundang 
undangan dan haeil evalunei kegiatan rahun 
sebch.unnya sebagai pcdoman pelaksanaan tuges; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pcngkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar peleksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. rnembagi tugas bawahan seauai dengan jabatan dan 
knrnpetensinya serta mernberikan arahan baik 
secara hsan maupun tertulis guna kejancaran 
pclakaanaan cugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
mstansi tcrkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk rnendapatkan informasi, rnasukan, serta 
dalam rangka einkrontsasl dan harrnorrisaai 
pelaksannan tugas; 

e. menetaab dan mcn.gkaji pcraturan perundang 
undangan sesuai lingkup cugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kcgratan; 

r. mcnyiapkan konsep kcbijakan Kepala Dinas dan 
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan 
pengcmbangan, distribusi dan sarana prasarana 
perdagangan, pengclolaan pasar, dan pengawasan 
kernetrclogian, dan energi sumber daya mineral: 

g. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan 
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan 
perdagangan: 

h, mengocrdmasikan sosialisasi, pcngawasan dan 
evaluasi terhadap implementasi peraturan 
perundang-undangan di bidang perdagangan; 

i. mcnyiapkan rckomendasl perizman di bidang 
perdagangan dan air tanah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

J· mengarahkan pclaksanaan birnbingan teknis bidang 
pengadaan dan distribusi perdagangan; 

k. mengarahkan pelaksanaan fasllitasi kegiatan 
pcngewasan, pengendalian teknis, bimbingan , 
pcnyuluhan, pelatihan, bantuan teknis. 
mcmbetikan inforrneei dan promosl di bidang encrgi 
den sumber daya mineral. 

l. melaksanakan pernan tauan dan evaluasi 
pelaksanaan keglatan Bidang Perdagangan dcngan 
cara rnengukur pencapaian program kcrja yang 
telah disusun uruuk bahan laporan dan kebijakon 
tindak lanjut; 

m. rnengevaluasi dan memlai presrasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalarn rangka pcningkatan 
karir, pemberian pcngha.rgnan dan sanksl: 
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Baglan Keempat 
Bidang Kopcrasi 

Pasal 13 

(l) Bidang Koperasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat fl) huruf d, dipimpin olch Kepala Bidang yang 
berkeduduka.n di bawah dan bcrtanggung jawab kepada 
Kcpala Oinas. 

(21 Kepala Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l), mernpunyai cugas melaksanakan sebagian 
tugas Kepala Oinas dalam perumusan kebijakan teknis, 
pcngoordinasian, pcmbina.an, pengawasan, 
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, cvaluasl. dan 
pelaporan kegiatan di bidang Koperasi. 

(3) Untuk melaksanakan tugas scbaga.imana dimaksud 
pada ayat (21, Bidang Koperasi mempunyai fungsi : 
a. perurnusan kebijakan teknis di bidang koperasi: 

( l) Susunan Organ.isasi Bidang Perdagangan sebagaimana 
dimaksud dalam PasaJ 5 ayat ( l} nurur c, terdiri ates 
kelornpok jabatan Iungsional yang tcrbagi etas tiga sub 
koordinator. 

(2) Sub koordinator. sebagaimana dimaksud pada ayal (\), 
terdir-i atas: 
a. Sub Koordinator Pengembangan, Promosi dan 

Distribusi Perdagangan; 
b. Sub Koordinator Pengclolaan Pasar; dan 
c. Sub Koordinator Pengawasan, Kemcrrologian. dan 

Encrgi snmber Daya Mineral. 
(3) Sub koordinator scbagaimana dimaksud pada ayat (2), 

bertanggung jawab kepada Kcpala Dinas mclalui Kepala 
Bidang Pcrdagangan. 

(4) Sub koordinat.or sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
mernpunyai rugas sebagaimana tercanturn dalarn 
La.mpiran II yang merupakan bagian tidak terpisah kan 
dari Peraturon Bupati ini. 

Pasal 12 

n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kcpada 
pimpinan sebagai wujud akuntahililas dan 
transparansi pclaksanaan kegiatan: 

o. menya.mpaikan saran dan pcrtimbangan kcpads 
pimpinan baik Jisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan bcrjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugaa dan fungsi unit kcrjanya. 
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e. pelaksanaan evaluasi dan pe)aporan kegjaran dt 
bidang koperasi; dan 

r. pelaksanaan fungsi kedinesan lain yang diberikan 
oleh Kcpala Dinas di bidang kopcrasi. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan rungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kcpala Aidang 
Kopes-asi mcrnpunyai rincian rugas : 
a. rnenyusun rencana dan program kcgirnan Brdang 

Koperasl berdasarkan peraturan pcrundang 
undangan dan hasil evaiuasi keglatan t.ahun 
sebelumnya scbs.gai pedornan pelaksanaan tugas: 

b. mcnjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas bcrjalan efektif dan eflslen: 

c. rncmbagi rugas bawahan sesuai dengao jabatan dan 
kompetensinya serta mcrnberikan arahan baik 
secara lisert rnaupun iertufis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas: 

d, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
inst.ansi terkait balk vertlkal mnupun horizorual 
untuk mendapatkan inforrnasi, masukan. serta 
dalam nmgka sinkronisasi dan harmonisaei 
pelaksanaan tugas; 

e. rnenelaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangart sesuai lingkup tugasnya sebagai bab an 
arau pedornan untuk melaksanakan kegistan: 

r. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas clan 
naskah dinas yang berkaitan dcngan kegiaran 
kelcmbagaan dan usaha koperasl, pcngawasan 
kopcraei, fasilitas dan kernitraan koperasi: 

g. menyiapkan rckomendasi pcnzma» di bidang 
koperasi sesuai peraruran perundang-undangan; 

h. mengoordinasikan dan rnelaksanakan Iasilitasi 
pembirraan dan pcngelolaan koperasl berdas.arkan 
pcdoman yang ditctapkan pemcrintah: 

1. rnengusulkan calon penerima penghargaan kopcrasi 
berdasarkan peraturan pcrundang .. undangsn: 

J, metaksanakan inovasi dan mcndayagunakan 
teknologi tnformasi unruk pengernbangan 
perkoperasian berdasarkan peraturan per-uridang 
undangan; 

k. mcngoordinasikan dan melaksanakan pernantauan 
dan evaluasi pclaksanaan kcgiatan Bidang Koperasi 
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c. pembinaan, pengawas.an, dan pengendalian 
kegtatan di bidang koperasi; 

d. pengelolaan dan fasUirasi kegiaian di bidang 
koperasi; 

b. pcngoordinasian dan pelaksanaan kegiatan d1 
bidang koperest: 
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(l) Bidang Pembcrdayaan Ueaha Mikro sebagiarnan 
dimaksud dalam Pasal 5 ayar (I) huruf e, dipirnpin oleh 
Kepala Bidang yang bcrkcdudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kcpada Kepala Dinas, 

(2) Kepala Bldang Pcrnberdayaan Usaha Mikro 
sebsgairnana dirnaksud pada ayat (1). mempunyai tugas 
rnetaksanakan secagtan rugas Kc pala Di nas da lam 
pcrumus.an kebijakan sescnls, peugoordlnaslan. 
pembinaan. pengawasan, pengendalian, pcngetolaan, 

Bagian Kelima 
Bidang Pcmberdaynan Usaha Mikro 

Posa! 15 

Pasal l4 
(I) Susunan Organisasi Bidang Koperasi sebagalrnana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayal (I) huruf d, rcrdiri atas 
kelompok jabatan fungaional yang icrbagi atae uga sub 
koordinator, 

(2) Sub Koordlnator, sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
lerdil"i atas: 
a. Sub Koordinator Kelembagaan dan Usah9 Koperasi: 
b. Sub Koordinator Pengawasan Koperasi; dan 
c. Sub Koordinator FasiHLasl dan Kcmitraan Koperaai. 

(3) Sub koordinator scbagairnana dimaksud pada aya\ f2), 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepata 
Bidang Koperasi, 

(4) Sub koordinator scbagairnana dimaksud pada ayat (2) 
mernpunyat tugas sebagaimana tcrcantum dalam 
Lampiran tl yang rnerupakan bagian tidak terptsahkan 
dari Pcraturan Bupati ini. 

dcngan cars mengukur pencapaian program kerja 
yang telah disusun untuk bahan laporan dan 
kcbijakon tJndak Janjut: 

I. mengevaluasi dan menltai prestasi kcrja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalarn rangka peningkatun 
karir, pemberian pcnghargaan dan sanksl: 

m. menyusun laporan pelaksanaan kcgiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akunt.abilitas deo 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kcpada 
pimpinan balk lisan maupun terrulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar scrta uncuk 
menghindad penyirnpangan: dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain dar: pimpinan 
sesuai dengan tugaa den fungsi unit kerjanya. 



Iasilitasi, cvaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang 
usahamikro 

(3) Untuk melaksenekan rugas scbagaimana d.imaksud 
pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro 
mempunyai fungsi : 
a. perurnusan kebijakan teknis di bidang usaha mikro: 
b. pcngoordinasian dan pelaksanaan kcgiatan usaha 

mikro; 
c. pembinaan, pcngawasan, dan pengendalian 

kegiatan usaha mikro; 
d. pengelolaan dan fasilitasi kcgiatan usaha mikro: 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan usaha 

mikro; dan 
r. pelaksanaan Iungsi kedinasan lain yang diberikan 

oleh Kepala Dinas di bidang usana mikro. 
(4) Untuk metsksanakan tugas dan fung-si sebegairnana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang 
Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai rincian tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang 

Pernbcrdayaan Usaha Mikro berdasarkan peraiuran 
perundang .. undangan dan hasit evaluasi kcgiata n 
tahun sebclumnya sebagai pedoman pelaksurraan 
tugas: 

b. menjabarkan penntah pimpinan rnelalui pcngkajinn 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan rugas bcrjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawaban sesuai dengan jabatan dan 
kcmpetenstnya serta memberikan a rahan balk 
secara Iiaan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. me1aksanakan koordinasi clan konsuhesi dengan 
instansi terkait baik verukat maupun horszontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi d-an harmonisasi 
pelaksanaan tugas: 

e. menelaah dan rnengkaji peraturan perundang 
undangan SC$Uai lingkup tugasnya sebegai bahan 
atau pedoman untuk melaksanekan kcgiatan; 

f. menyiapkan konscp kebijekan Kcpata Dlnas dan 
naskah dinas yang berkaiian dengan kegiatan 
pengembangan, perlindungan, pendarnpingan dan 
fasilhasi kemitraan usaha mikro; 

g. mengoordinasikan dan melaksanakan pcmbinaan 
teknls terhadap usaha mikro sesoei pedoman, 
peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 
ditetapkan aiasan: 
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Pasal 16 

(I) Susunan Organisasi Bidang Pernberdayaan Usaha Mikro 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 aya, ( 11 huru f e, 
terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang tcrbagi 
atas Uga sub koordinator. 

(21 Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (l). 
terdirl atas: 
a. Sub Koordinator Pcngernbangan Usaha Mikro: 

b. Sub Koordinator Pertindungan Usaha Mikro: dan 
c. Sub Koordinator Pasititas! dan Kernnraan Usal,a 

Mikro. 
(3) Sub koordinator sebagalmana dimaksud pa<!• ayat (2), 

bertanggung [awab kepada Kepala Dinas meta Jui Kcpala 
Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro. 

(~) Sub koordinator s,:bagairnana dimaksud pada ayat (2) 
mempunyai tugas sebagairnana tercantum dalam 
Lamplran 11 yang n,erupa.kan bagien tidak terpisabkan 
darl Peraturan Bupau ini. 

h. rnenyiapkan rekornendasi perizinan dan kegiat on 
usaha mikro sesuai dcngan peraturan perundang 
undangan; 

i. mcnyusun petunjuk teknis dan petunjuk 
pelaksanaan di bidang usaha mikro sesuei dengan 
pcraturan perundang-uadangan; 

j. mengoordinasikan dan rnemantau kegiatan 
pengernbangan, perlindungan, faailitasi, dan 
kernitraan bidang usaha mikro; 

k. mejaksanakan pemantauan dsm evaluasi 
pclakeanaan kegiatan Bidang Pcmberdayaan Usaha 
Mikro dengan cara -mengukur pcncapa.ian program 
kerja yang tclah disusun untuk bahan laporan dan 
kebijakan lindak lanjut; 

I. mengevaluasi dan rnenilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kcrje pegawai dan perilaku 
kerja .scsuai ketentuan dalam rangka pentugkatan 
karir, pcmberian pcngha.rgaan dan sankst. 

m. rnenyusun laporan pelakaanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pclaksanaan kegiatan; 

n. menyampaikan saran dan pcrtimbangan kcpada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kcgiatan berja!an lancar scrta untuk 
menghindari pcnyimpangan: dan 

o. mclaksanekan tugas kedinasan lain duri pirnplnan 
sesuai dengan tugas dan Iungsi unit kerjanya. 
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{ I) Pejabat F'ungsional rnelaksanakan fungsi dan tugasnya 
secara individu dan/atau berkclompok. 

Pasal 19 

Pasal 18 
(1) Pejabat Fungsional metaksanakan Iungsi dan tugas 

berkaitan dengan pclayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan kelcrampilan tertentu, 

(2) Selain melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 11 Pejabat F'1.1r1gsional dapat 
diberikan tugas tam bah an sebagai Sub Koord in a tor 
yang dalam rnenjalankan tugasnya bckerja sccara 
individu danr'atau tim kcrja. 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional 

( I) Kclompok Jabatan Fungsional pada Iingkungan Dinas 
ditetapkan scsuai dengan kebutuhan dan mempunyai 
fungsi dan tugas berkaitan dcngan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampitan tertcntu sesuai pcraturan perundang 
undangan. 

(2) Kclompok Jabatan l'ungsional berkedudukan di bawah 
da.n bertanggung jawab secara langsung kcpada Kepala 
Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang yang merniliki 
keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan iugas 
Jabatan FungsionaL 

(3) Kelompok Jabalan F'ungi,ional terdiri dari :-iejum!ah 
Pejabat F'ungsiona.1 jenjang keterarnpilan dan jcnjang 
keahlian. 

(41 Jumlah, jenis, dan jenjang .Jabatan Fungsicnal 
sebegaimana dimakaud pada ayat (1), ditenrukan 
berdasarkan hasil anatiets jabatan dan analisis bcban 
kerja. 

(5) Tugas, pernbinaan dan pengembangan clabatan 
Fungsional scbagaimana dirnaksud pada ayar (11 sesuai 
kctentuan peraturan perundang-undangan, 

(6) Unruk memenuhl kebutuhan Jabatan Fungsional 
sebagaimaoa dimaksud pada ayai ( l) dilckukan scauai 
ketcntuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keaaru 
Umum 

Pasal J 7 

BABY 
KC:l-OMPOK JABATAN PUNCSIONAL 

2:? 



Pasal 21 
(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya 

bcrpedoman pada ketcntuan peraturan perundang 
undangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sctiap pimpinan urrit 
organisasi dan kelornpok jabatan rungsional wajib 
menerapkan prinstp koordlnasr, integrasi dan 
stnkronisasi balk daJam Hngkungan masing-masing 
maupun antar saruan organisasi di lingkungan 
pcmerintah daeran serta insransi lain di luar 
perncrintah daerah sesuai dengan tugas rnasing 
rnasing, 

(3) Setiap pimpinan urut organisasi wajib rnengawasi 
bawahannya masing-rnaeing. 

(4) Dalam hal seietah dilakukan pengawasan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (3) Lerjadi pcnyirnpangan. 
pimpinan unit crganisasi mengambil langkah-langkah 
yang diperlukan sesuai dengan peraruran perundang 
undangan. 

(51 Setiap pimpinan unit organisasi benanggung [awab 
memimpin dan mengoordinasikan bewahan masing 
masing dan memberikan birnbingan sorta perunjuk bagi 
pclaksanaan tugas bawahannya. 

(6) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mcngikuti dan 
mernatuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepede 
atasan masing-masrng serta menyiapkan la pornn 
bcrkala tepat pada waktunya. 

BAB VI 
TATA KERJA 

Pasal 20 
(l) Pejabal Fungsional rnelaporkan pelaksanaan [ungsi dan 

tugasnya secara Iangsung kcpada pimpinan u 1'11L 
orgarusasi. 

(2) Pimpinan unit kerja sewaktu-wakttr berwenang untuk 
mcminta laporan kepada pejabat fungsional dan/atau 
Kerua Tim di Jingku.ngan unlt kcrjanya. 

(2) Pelaksanaan fungsi clan iugas secara berkclompok 
sebagaimana dimaksud pede ayat fl) dengan 
mcmbeotuk Tim Kcrja. 

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapal 
berasal dari Ja batan Fungsiona I sejenis a tau berbagai 
larar bclakang kornpetcnsi yang ada pada Perangkat 
Daerah tersebu\ stau dari Juar Perangkat Dacrab. 

(4) Ketua Tim Kerja sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
berasal dari un-it organisasi pemilik kinerja. 

(5) Pernbentukan 1'im Kerja ecbagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditctapkan olch Kepala Perangkal Daernh , 



Pasa125 
(l) Dinas wajib menyusun kebutuhan jurnlah dan jerus 

jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis 
jabatart dan enalieis beban l<erja. 

(2) Pcnyusunan kcburuhan jumlah den jcnis [abatan 
aparatur sipH negara scbaga..imana dirnaksud pada ayat 
(1) dilakukan u ntuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang 
diperinci per 1 [satu) tahun berdasarka n prioritaa 
kebutuhan. 

Pasal 24 
.Jabatan Kepala Dinas, Sekretarla, Kepalu Bidang, Kepala 
Sub Bagian dart .Jabatan Pungsiona! di lingkungan Dinas 
diangkat dan dlberhentikan oteh Pejabat yang bcrwcnang 
sesuai dcngan peraturan perundang .. undangan. 

susunan 
peraturan 

kepangkacan scrta 
sesuai ketentuan 

Jenjang jabaran dan 
kcpe.gawaian diatur 
perundang-undangan, 

BAB VIT 
KEP8GAWAIAN 

Pasa123 

Pasal 22 
( lJ Pada unit kerja fungsional ditunjuk Sub Koordinaror 

umuk pelaksanaan tugas dan pcngelolaan kegiatan. 
\2) Sub Koordinator sebagalmana dimaksud pad a ayai (I) 

adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pcjabat 
Iurtgaional yang ditunjuk. 

(3) 1'ugas Sub Koordinator adalah membantu Sekretaris 
dan Kepala Bidang dalam menyusun perencanan, 
pelaksanaan dan pcngendalian, pernantauan den 
evaluasi, serta pclaporan kegiatan pada unit kerjanya 
sesuai lingkup rugas dan rungsinya. 

(7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unu 
orgarusaai dari bawahannya wajib diolah dan 
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan 
laporan lebih laojut serta untuk memberikan petunjuk 
kepada bawahan, 

(8) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, wajib 
menyarnpaikan ternbusan kepada uni1 organisasi lain 
yang secara rungsional mcrnpunyai hubungan kerja. 

(9) Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan, setiap 
pimpinan unit organisasi beserta bawaha.nnyo wajib 
mengadakan rapa.t berkala, 



Pasal 30 
{l) Sub Koordinator mcmpunyai tugas membantu 

Sekretaris dan Kepala Bidang dalam penyusunan 
rencana, petaksanaan dan pengendalian, pemantauan 
da'n evaluasi. serta pelaporan lingkup tugas den Iungsi 
unit kerjanya masing-rnasing 

(2l Disamping rnelaksanakan tugas sebagairnana dimaksud 
ayat t 1) Sub Koordinator mempunyai tugas 

PasoJ 29 
Pemberhentian Sub Koordinator depat dilakukan oleh 
Kepala Dinas. 

Pasal 28 
Penunjukan Sub Koordinalor sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 dan Pasal 27 disamping rnemperhatikan 
kesesuaian bidang tugas dan. fungsinya juga 
mempcrtirnbangkan persyaratan administrasi, kesesuaian 
kompctensi, kebutuban jabatan, kinerja, pcngalaman 
penugasan, intcgritas dan rnorahtus serta pcrsyaratan 
obyektif lainnya. 

Pasal 27 
(I) Dalam hal terjadi kekosongan Sub Koordinator, Kepala 

Dinas mcnunjuk Sub Koordinator yang diutamaksn 
berasal dari Pejabat Fungsional di lingkungan kcrjanya. 

{2) Dalrun ha! di tingkungan kerja Oinas lidak tcrdapat 
pcjabat fungsional, maka Kepala Dlnas menunjuk 
Pc1aksana Senior sebagai Sub Koordinetor berdasarkan 
kcmpetenai yang diburuhkan 

{31 Oalam hal Kepa.la Dinas akan menunjuk Sub 
Koordinator yang berasal dari luar lingkungan kerjanya, 
maka Kepala Dines mengusulkan kcpada Sekrctaris 
Daerah rnelalui perangkat daerah yang menangani 
kepegawaian. 

(4) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilaksanakan setclah mendapat 
persetujuan dari Sekrctaris Daerah. 

Pasal26 
(I) Untuk menunjang rugas dan Iungsi Kepala Bidang 

dirunjuk Sub Koorclinator yang berasal dari Pejabat 
Fungsional. 

(21 Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat [I), 
ditunjuk oteh Kepala Dinas dongan mcndayagunakan 
Pcjabat Fungsional sesuai dengan kompetenss yang 
bersangkuran. 

(3) Pcnunjukan Sub Koorcbnator sebagaimana dimaksud 
pada ayal (I) ditetapkan dengan keputusan Kcpala 
Dinas. 

BAB VIII 
KETE;NTUAN !.AIN-1.AIN 



101; 
b. Pejabat Scrukcural yang ada tctap melaksanakan 

tugasnya sarnpai dllakukan pelantikan Pejabat 
Struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini; 

c. Pelaksana di bawah Pejabat Fungsional yang ditunjuk 
sebagai Sub Koordinator, ietap melaksanakan rugasnya 
di bawah Pejabai Fungsional terse-but sarnpai dilakukan 
pelantikan yang bersangkutan sebagai Pajabat 
Fungsional; dan 

cl. Pelaksana di bawah Pcjabat Pengawas tetap 
rnelaksanakan tugasnya di bawah Pejabat Pengawas 
yang bersangkutan sampai dilantiknya 1>cjabat 
Pcngawas berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BABIX 
KETl::NTUAN PERAL!HAN 

Pasal32 
Pada saet Peraruran Bupati lni mulai bcrlaku maka . 
a. Pejabat l'ungsiona.1 yang ditunjuk sebagai Sub 

Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati Kendal 
Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kcdudukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada 
Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal dan Peraturan 
Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2021 rentang 
Kedudukan, Susunan Orgamsasi, Tugas dan Pungsi. 
serta Tata Kerja pada Dinas Permdustrian, Koperasi, 
Usaha Kecil, dan Menengah Kabupatcn Kendal ietap 
rnelaksanalean rugasnya sarnpai dilakukan penunjukan 
Sub Koordinator kcrnbali berdasarkan Peracuran Bupati 

(1) Dinas dapai membentuk Unil Pclaksana Teknis Dacrah 
{UPTDl berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l), dipimpin oleh kepala yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kcpala Dinas. 

(4) SUsunan organisasi, rugas dan fungsi ecrta tata kerja 
UPTD sebagairnana dimaksud pada ayat ( IJ diarur lcbih 
lanjut dengan Peraturan Bu pati. 

Pasal 31 

mcngoordinasikan pelaksanaan tugas kclompok 
Jabatan F'ungsiona) sesuai bidang tugas dan Iungsinya. 

(3} Sub Koordinator dapat diberi tugas melakukan 
penilaian kinerja tcrhadap pelaksanaan tugas Pejabat 
l'ungsional sesuai bidang tugas dan fungsinya scsuai 
peraturan perundang-undangan. 
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· dcngan aslinya 
Hukurn 

BE:RlTA DAERAH KABUPATEN KENDAL TIIHUN 2021 NOMOfl 10 I 

Drundangkan di Kendal 
pada tanggal 3 l Ocscmber 2021 
8EKRETARIS DAERAH 
KA8UPATEN KENDAL, 

Cap tt<l 
MOH TOHA 

BU PATI l{F.NDAL 

Cap 11d 

DICO M GANINDUTO 

Duetapkan di Kendal 
pad-a tunggal 3 I Desern b- ·r 2021 

Peraruran Bupati mt metal berfaku pad» tangga! 
diundangkan. 

Agar seuap orang mcngctabtrlnyn, mcrncrint-rhk.u: 
pengundangan Peraruran Bupat.i mi rlt-·ngan 
penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupatcn Kenda} 

Pasal 34 

BAB X 

KETENTUf\N P8NUTUP 
Pasal 33 

Pada saat Peraiuran Bupati 1111 rnufar berlaku, maka ; 
a. Peraturan Bupau Kendal Nomor 73 Tahun 2021 reniang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas ds n F'LI ngsi, 
serte Tata Kerja pada Dlnas perdagangan kabuputen 
Kendal (13el'ita Daerah Kabupaten Kenclal Tahun lOZ1 
Nomor 731: 

b. keternusn yang mengatur mengcnui kr-dtaduk an, 
susunsn organtsasl, iugas dan fungsl, scrta rota kcrju 
terkait bidang kopera si , usaha mrkro kecil dan ment:ngah 
serta energi dan sumber dava mineral sebagairnan« 
diarur dalam Peraturan Bupali Kendal Nornor 74 Tahun 
2021 ientang Kcdudukan. susunsn Orgt-tnis.,lsi, Tt1gas 
dan Pu ngsr, serta Tarn Kerja pada OiJ)AS Pcrrndi .. 1:,tnan, 
l{operasi, U::s-a.ha Kecil, dan Mencng~h Kabupaten Kendtil 
[Berita Daerah Kabopaten Kendal T~hun 202 l Nomor 
7 4j; 

dicabut dan dinyarakan udak berlaku. 
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BAGAN ORGANISASI DINAS PE:RDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA 
KECIL DAN ME:N&NGAI I KAl3UPATEN l(l);NO!\L 

l,AMPIRAN I 
PEfV\TURAN BUPATI K!;;Nr>AL 
NOMUR I 00 TAH UN 2()2 I 
TENTANG 
KEDUDUKAN. SUSUNAN OROANl81\SI, 
TUOA8 DAN FUNOSI. SERTA TATA 
KERJA PADA DINAS PERDAGANGAN, 
KOPERASI DAN USAHA KECIL. DAN 
ME:NENGAH KABUr'ATEN KENDAL 
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6 

l.1 Sub Koordinator Pengembangan, Promosi dan Distribusi Perdagangan 
rnempunyai tugas : 
a. rncnyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator 

Pengembangan, Promosi dan Distribusi Perdagangan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan da.n hasil evaluaei kegiatan tabun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan rugas: 

b. menjabarkan perintah pirnpinan melalui pengkajian pcrmasatsban 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
bcrjalan cfektif dan efisien: 

c. membagi tugas bawaban scsuai dengan jabaran dan 
kompetensinya serta mcmherikan arahan baik sccara lisan 
maupun tertulis guna kelancaran pciaksanaan rugae; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkalt 
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, 
masukan, serta dalam rangka sinkronisast dan harmonisasi 
pelaksanaen tugas; 

e, mcnclaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman unruk 
ruclaksanakan kegiatan, 

r. menyiapkan bahan pcnyusunan pctunjuk ieknis, perunjuk 
pclaksanaan. dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya gune 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan: 

g. mclaksanakan pernasyarakatan dan pcncrapan nor-ma, staedar, 
kriteria dan prosedur pada Sub Koordinetor Pcngembangan. 
Promosi dan Distribusi; 

h. menyiapkan bahan penyusunan prom komoditi ckspor impor dan 
komoditi potensial daerab serta penghimpunan pelaporan data 
realisasi ekspor irnpor 

1. melakukan publikasi tentang kcbijakan ekspor imper. jadwal 
ruang kapal, peluang ekspor, fasititasi pamersn dan prornosi 
dagang, kampanya pencitraan produ k cksport can komodili 
potensial/unggulan daerah, baik di da1am negcri maupun luar 
ncgerr, serta kegiatan lain di bidang ekspor irnpor; 

J, mclaksanakan promosi dagang dan misi dagang unruk produk 
ckapor- unggulan; 

I. Bidang Perda.gangan 

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA 
DINAS PE:RDAGANGAN, KOPERA$! DAN USAHA KECIL DAN ME:NENGAM 

LAMPIRAN ll 
PERATURAN BUPATI KENDAL 
NOMOR 100 TAHUN 2021 
TENTANG 
KEDUOUKAN, SUSUNAN OROANISASI, 
TUOAS DAN FUNGSl, SE:RTA TATA 
KERJA PADA DINAS PERDAOANC.AN, 
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL 
DAN MENENOAH KABUPA'l't:;N KENDAL 



k. menyiapkan bahan kampanye pencitraan produk ekspor dan 
komodici potensial daerah; 

1. menyiapkan kegiatan perneriksaan lapangan dan rnembuat 
rekomendasi/ kajian teknis izin Pcngelolaan Pusat Pcrbelanjaan 
dan lzin Usaha Toko Swalayan 

m. rnenyiapkan kegiatan pcmeriksaan lapangan dan membuat 
rckomendasi/kajian teknis izin Surat Tenda PendaJtamn Wamlaba 
(STPW) untuk penerima warataba dari waralaba dalam dan luar 
ncgcri 

n. mcnyiapkan kegiatan perneriksaan lapangan dan sinkronisasi 
berkaitan dengan Surat Keterangan Asal (SKA) 

o. mcnyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan monitoring, 
mcnghimpun data perkernbangan hargl:l rara-rata dan stok barang 
pokok/penting, barang umum dan strarcgts lainnya scrta kegiatan 
operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga 

p. mclakeerrakan monitoring harga barang pen ting/ bersubsidi dalarn 
ra.ngka pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan: 

q. menyiapkan bahan clan melaks.anak.an bimbingan teknis bidang 
pengadaan dan distribusi perdagangan 

r. mengh,mpun data perkembangaa harga rata-rata bahan pokok I 
penting dan barang umum lainnya dari daerah lain s<:bagai bahan 
pcm banding dan sekaligus sebagai baban in lormasi bagi pihak· 
pihak yang memerlukan 

s. rncnyiapkan kegiatan pemerikeaan lapangan fasilitasi penerbitan 
Tanda Daftar Gudang; 

t. menyiapkan bahan perneriksaan fasilitas penyirnpanan bahan 
berbahaya dan pengawasan distribuai, pengemasan dan pelabelan 
bahan berbahaya: 

u. mcnyiapkan bahan kajian teknis pem bcrian 12111 usaha 
perdagangan di bidang petdagangan dan Wajib Daftar Pcrusahaan: 

v, rncnyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan. pengendanan dan 
penegakan peraturan di bidang perdagangan; 

w. menyiapkan ba.han dan menyusun konscp Standar Operasional 
Prosedur {SOP) kegiatan Sub Koord.inator Pcngcrnbangan, Promosr 
dan Distribusi Perdagangan untuk peningkatan kuatitas 
pelayanan publik; 

x. melaksanakan pemantauan dan evaluasJ pelaksan.aan keglaran 
Sub Koordinator Pengembangan, Promosi darr Distribusi 
Pcrdagangan dcngan cara mengukur pencapaian program kerja 
yang telab dtsusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut; 

y. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan 
sasaran keria pegawai dan perilaku kerja sesuai ketenruan dalarn 
rangka pcningkatan karir, pcmberian penghargaan dan sanksl: 

z. mcnyusun laporan pclaksanaan kcgiatan kepada pimpinan 
sebagai wujud akuntabili Las dan transparansi pclaksanaan 
kegiatan; 
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k. melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan lasilltasi pasar untuk 
mendukung ketertiban dan kearnanan pasar, penyerliaan sarana. 
dan prasarana pasar serta pernbenahan sedang dan bcrat; 

L melakaanakan intensifikasi, pengendalian rerribusl. penagihan 
dan pembuJruan dalam rangk.a opdmalisaei retribusi pasar sebagai 
upaya pembinaan pendapatan .dalam rangka optlmalisasi retrlbusi 
pasar: 

m. metaksanakan pengaturan dan pernbinaan kctert.iban kcpada 
pcdl1gan.g pasar agar penempatan pedagt1ng clan penempat.nn 

1.2. Sub Koordinator Pengelolaan Pasar mempunyai tugas 
a. rnenyusun rencana dan program kegistan Sub Koordinator 

Pengclolaan Pasar berdasarkan peraturan perundang-undangan 
dan haeil evaluasi kegiatan tahun seberumnya sebagai pedoman 
pclekuanaarr rugas; 

b. menjabaekan perintah pimpinan melalui pengkajian pcrrnasalanan 
dan peraturan perurtdang-tmdangan agar peleksanaan tugas 
berjalan ¢feklif dan efisien; 

c. mcmbagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompctensinya serta memberikan arahan baik secara lisan 
maupun tertulis guna kelancaran pclaksanean tugas: 

d. melaksanakan koordinasi dan konsuttasi dcngan instansl tcrkait 
baik vertikal maupun horizontal untuk rnendapaikan inforrnasi, 
masukan, scrta dalam rangka sinkronisasi dan harmomsast 
pelaksanaan tugas, 

e. menelaah dan mengkaji pcraturan perundang-undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
roelnksanakan kegiatan; 

r. menyiapkan bahan pcnyusunan petunjuk teknis, perunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dines sesuai Hngkup rugasnya guoa 
mendukung kela.ncaran pelaksanaan kegiatan; 

g. melaksanakan pernasyarakatan dan penerapanan standar, norma 
pedoman dan prosedur di Sub Koordinator pengelolaan pasar; 

h. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan kios, los/dasaran dan 
pernanfaatan fa.silicas pendukuog pasar scsuai peraturan 
perundang-undangan; 

i. mernberikan pclayanan/intensifikasi perpanjangan pemanfaatan 
ktos/tos pasar serta izin lain yang berada di lingkungan pasar 
untuk memantau pedagang pasar sesuai peraruran-pcrundang 
undangan; 

j. menyusun pcrencanaan kcbutuhan sarana dan prasarana passr 
daerab untuk mendukung kenyamansn proses jual bdi di pasar 
dan rnewujudkan lingkungan pasar yang bersih, repi, indah dan 
arnan; 

na. menyampaikan saran dan pcrtirnbangan kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan ksjian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk menghindari penyimpangan, dan 

bb. melaksanakan rugas kedinasan lain dart pimpinan aesuai clengan 
tugas dan rungsi unit kerjanya. 
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1.3. Sub Koordmator- Pengawaaan, Kemetrologian, dan Energi Surnbcr Daya 
Mineral mcmpunyai tugas: 

a. rnenyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator 
Pengawasan, Kemerrologian, dan Encrgi Surnber Daya Mineral 
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasl 
kegiatan tahun scbel\.unnya sebagai pedoman pelaksaneen rugas, 

b. menjabarkan pcrintah pimpinan melalui pcngkejian perrnasalahan 
dart peraruran pcrundang-undangan agar pelaksanean tugas 
berjalan efektif dan cfisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dcngan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan araban beik secara Hsert 
maupun tcrtulis gu na kelancaran pelaksanaan urges: 

d. rnelaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi tCr'kait 
bajk ver"Likal maupun horizontaJ untuk menr.fop~tkan u'lfOl'"masi, 

barang dagangan dapat tertib dan rapi sesuai dengan kebijakan 
yang telah ditetapkan; 

n rnenginvemarislr perrnasalahan-pcrrnasalahan yang berhubungan 
dengon sarana prasarana kebersihan, pemeliharaan serta 
rnenyiapkan bahan petunjuk pemecahan rnasalah dalam rangka 
penanganan masalah kebersihan secara efektif dan eflslen; 

o. melaksanakan koordinasi dengan instansi i erkait dalam 
melaksanakan pembinaan dan kctcrtiban PKL agar cerjalin kcrja 
sams yang baik datarn menjalankan Peraturan Daerah (Perda\ 
tentang PKL; 

p. menyiapkan baban dan melaksanakan soaieliaaai peraturan 
perundang .. undangan/produk hukum di bidang pcrpaeeean 
kepada pedagang, paguyuban pedagang, dan rnasyarakat lainnya: 

q, menyiapkan bahan penyusunan data profit pasar daerah dan 
sistem informasi pcrdagangan lainnya yang dikembaogkan oleh 
pernerintah pusat, pemcrintah provinsi clan pemcrintah daerab: 

r. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar operastona I 
Proscdur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Pengelolaan Pasar demi 
pcrbaikan kualitas pelayanan publik; 

s. rnclakaartakart pernantauan dan evajuasi pelaksanaan kcgiatan 
Sub Koordinator Pengeiolaan Pasar dengan cara mengukur 
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan 
laporan dan kcbijakan undak lanjut; 

l. mengevaluasi dan mcnilai prestasi kerja bawahan berdasarkan 
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai kctcntuan dalam 
rangka peningkatan karir, pemberien penghargaan dan sankai; 

u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimplnan 
sebagai wujud akuntabitltas dan transperenst pelaksanaan 
kegiarnn; 

v menyampaikan saran dan pcrtimbangan kepada pimpinan baik 
lisan rnaupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiaran berjalan 
lancar scrta untuk menghinderi pcnyimpangan; dan 

w. melaksanakan iugas kedinasan lain dari pirnpinan sesuai dcngan 
rugas dan fungsi unit kerjanya. 
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masukan, scrta dalam rangka sinkronisasi dan harrncntsasr 
petaksanaan tugaa; 

e. menelaah dan mengkaji peratura.n perundang-undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bah-an atau pedoman untuk 
metaksanakan kegiatan; 

r. rnenyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup rugasnya guna 
mendukung kelancaran petaksanaan kegiatan: 

g. rnenyiapkan bahan bimbingan teknts pembinaan, pengernbangan 
serta mclaksanakan pcnyuluhan/pcmbinaan/pengawasan 
kemetrologian: 

h, melaksanakan pengawasan dan rnenginvcntarisir barang yang 
beredar di pasar sebagai bahan bimbingan dan evaluasi serta 
mclaporkan hasil pemantauan barang dalam rangka perlindungan 
konsurnen; 

1. menyiapkan b.ahan pelaksanaan pengawasan penggunaan alA.1 
ukur, taker, timbangan dart pel'lengkapannya. (UTIP) dan barang 
dalam kemesan tertutup (BDKT); 

j. rnelaksanakan pengawasan dan Iasiliras! penyidiken terhadap 
pelaku tindak pidana Undang-Undang Metrologi tegal (UUML) 
serta memfasilitasi penyelesaian sengketa perlindungan konsurnen 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

k. memfaailitasi pelaksanaan birnbingan, pcnyuluhan, petatihan, 
banruan teknis, pcmberian inforrnaei dan promosi di bidang encrgi 
dan sumber daya mincraJ yang diselenggarakan oleh kcmcnterien 
dan atau pemerintah provinsi; 

1. mernfasilitasi pendampingan, pengawasan dan pengcndalian 
teknis tcrhadap kegiatan pcngelolaan bidang energi dan sumbc.r 
daya mineral di Oaerah sesuai permintaan dari pemerirnah pusat 
atau pernerintah provinsi; 

rn. menyiapkan bahan rekomendasi perizlnan usaha di bidang air 
lanah sesuai permimaan dari pernerintah pU$BL aiau pemerintah 
provinsi berdasarkan peraturan penmdang-undangan; 

11. menyiapkan bahan informasi clan mengu::.ulkan pcngemhanga.n 
potensi dan teknologi di bidang encrgi dart. sumbcr daya mineral 
kcpada pemerintah pusai atau provinsi; 

o. menyiapkan bahan dan mcnyusun konsep standar' Opera sional 
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Kcmetrologian. dan 
Energi Sumber Daya Mineral demi perbaikan kualitas petayanan 
publik: 

p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Sub Koordinator Kemetrologian. dan Energi Sumber Daya Mineral 
dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang Lelah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindek lanjut; 

q mcngevaluasi dan menilai prestasi keria bawahan berdasarkan 
sasaran kerja pega.wa.i dan perilaku kerja sesuai kerenruan dalarn 
rangka peningkaian ka rir, pembcrian penghargaan dan sanksi; 

r , menyusun laporan pelaksanaan kcgiatan kepada pirnpinan 
sebagai wujud akttntabiliLas dan transpatansi pcla.ksanaan 
kcgiatanj 
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k. mcnylapkan bahan dan menyusun konscp rekorncndaei perizinan 
usaha simpan pinjam koperasi dan unu usaha eirnpan pinjum 
koperasi sesuai dengan pcraturan perundang-undangan: 

L rncmlasilitasi pembukaan kantor cabang, kantcr cabang 
pernbanru, den kantor kas sesuai dengan peraturan perundang 
undangan; 

ketembagaan 
sesuai dengan 

h, mcngadakan pembinaan teknisj penyuluhan 
kopcrasi secara berkala agar diperoleh hasil 
kebijakan yang telah ditctapkan: 

i. mengadakan pemeringkatan koperasi untuk mengukur kinerja 
suatu koperasi sesuai dcngan peracuran perundang·undangan~ 

J memfasilitasi pengesahan Akte Pendirian Koperasi/Badan llukum, 
perubahan Akta/ Anggaran Dasar, penggabungan dan pembubaran 
koperasi serta pengembengan Unit Usaha Koperasi sesuai dengan 
peraiuran perundang-undangan; 

2. Bidang Koperasi 
2.1. Sub Koordinator Ketembagaan dan Usaha Kopcreei mempunyai tugas : 

a mcnyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator 
l{cJembagaan dan Usaha Koperasi berdasarkan pcraturen 
pcrundang-undangan dan hasil cvaluasi kegiatan tahun 
scbclumnya sebagai pedoman pclakeanaan tugas: 

b. menjabarkan per-intab pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan pcraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
bcrjalan efektif dan eflsien; 

c. mcmbagi rugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
knmpetenalnya scrta mernberiken arahan balk eecera lisan 
rnaupun tertuhs guns kelancaran pelaksanean tugas; 

d. mclaksanakan koordinas1 dan kcneultasi d<:ngan instansi tcrkait 
baik vereikat maupun horizontal u.nluk mendapatkan inrormasl, 
masukan, serta da lam nangka smkroniaasl dan harmonlaasi 
pelaksanaan rugas; 

e. menela.a.h dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan perunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, den naskah dinas sesuai lingkup tugasnya gtma 
mcndukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiaran pendidikan dan 
pelatihan I bimbingan tcknis administrasi organisasi, usaha dan 
kelembagaan koperasi scsuai dengan peraturan perundang 
undangan; 

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan bcrjalan 
Jence r serta untuk menghindari penyimpangan; den 

t. metaksanaka.n rugas kedinasan lain dari pimpinan sesual dengan 
tugas dan fungsi unit kerjnnya. 



m, menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Kclcmbagaan dan TJsaho 
Kopcrasj demi pcr baiken kualitas peleyanan publik; 

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Sub Koordinator Kelernbagaan dan Usaha Koperasi dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun uruuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak Ianjuc; 

o. mengevaluesi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan 
aaeaean kerja pcgawai clan perilaku kerja sesuai kcrenrue n dalam 
rangka peningkatan karir, pembertan penghargaan dan sanksi; 

p. rnenyusun laporan pelaksanaan kegiatan kcpada pirnpinan 
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pclaksanean 
kegiatan; 

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis berdaaarkarr kajian agar kcgiaran berjalan 
lancar scrta untuk menghindarl penyimpangan; den 

r. melakeanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dcngan 
tugae den fungsi unit kerjanya. 

2.2. Sub Koordinator Pengawasan Koperasi mompunyai rincian cugas : 
a. mcnyusun rencana dan program kegiaran Sub Koordinator 

Pengawasan Koperasi berdasarkan peraruran pcrundang-undangan 
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedornan 
pelaksanaan rugas; 

b rncnjabarkan periruah pimpinan rnelalui pengkajian pcrmasalahan 
dan peraruran perundang .. undangan agar pclaksanaan tugas bcrjalan 
efektif dan efisien; 

c. membagi rugas bawahan sesual dengan jabatan dan kompetensinya 
serta mernbcrikan arahan baik secara lisan maupun tcrtulis guna 
kelancaran pelaksanaan iugas: 

d. melaksanakan koordinasi dan konsuhasi dengan inatanai terkait baik 
verukal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan. 
serta dalam rangka sinkronisasi dan harrnonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan rnengkaji peraturan pcrundang-undangan scsuai 
lingkup rugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk rnelaksanakan 
kegiatan: 

f. rnenyiapkan bahan pcnyusunan petunjuk tcknis, petunjuk 
pclakaartaart, clan naskah dlnas sesua! lingkup tugasnya guna 
mendukung keJancaran pelaksanaan kegiatan: 

g, mcncrima pengaduan dan melaksanakan klarifikasi atas 
kasus/dugaan penyirnpangan yang tcrjadi pada koperasi: 

h. rnelaksanakan kajian dan analisis tcrhadap dugaan/laporan kasus 
koperasi .serta menyiapkan konsep pemecahan masalah sebagai 
bahan pengambitan kebijakan atasan; 

i. melaksanakan pcngewesan dan perneriksaan atas fungsi. peran dan 
pr-inaip kcperaai sesuai dengan perat\.lran perundang-u.ndangan 

j. menyusun/ dan mereksp 1emuan hnsil kegiatan pengawasan koperasi 
sebagai bahan penyusunan laporan; 

k. mclaksanakan pengendalian dan cva.Juasi lapora.n kcuangan koperasi; 



I. mcnyiapkan bahan dan rnelaksanekan penilaian kesehatan koperusi 
sirnpan pinjarn dan unit simpan piniam koperasi unruk mengerahul 
kelayakan suatu koperasi sirnpan pinjam dan unit sirnpan pmjam 
koperasi: 

m. mcnyiapkan baha.n den menyusun konsep Standar Operastonat 
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordmator Pengawasan Koperasi demi 
perbaikan kualitas pelayanan publik: 

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub 
Koordinator Pengawasan Koperasi dengan cara mengukur pencapaian 
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan da.n kebijakan 
tindak lanjut; 

o. mengevaluasi dan menilai prcstasi kerja bawahart berdasa rkan 
sasaran kerja pegawal dan perilaku kerja scsuai ketenruan dalam 
rangka pcningkatan karir, pembc:rian penghargaan dan sanksi: 

p. mcnyusun laporan pelaksanaan kegiatan kcpada pimpinan sebagal 
wujud akuntabilitas dan tranaparansl pelaksanaan kcgiatan; 

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan balk lisan 
maupun tcrtulis berdasarkan kajian agar kcgiatan berjalan tancar 
serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

r. mclaksanakan tugas kedlnasan Jain dar1 pirnpinan sesuai dengen 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 

2 .3. Sub Koordinaror Fasilitasi dan Kemitraan Koperasi mempunyai rincian 
tugas: 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Fasilitasi 

dart Kemitraan Kopcrasi berdasarkan peraturan pcrundang 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun scbclumnya sebagci 
pedornan pelaksanaan rugas; 

b. menjabarkan perirttah pimplnan melalui pcngkajian permaselahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pclaksanaan iugas 
bcrja1an cfcktif dan cfisien; 

c. mcmbagi rugas bawaban sesuai dengan jabatan den kompetenalnya 
sorta memberikan arahan baik secara lisan moupun tertulis guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

d, melaksanakan koordinasi dan konsuttasi dengan instansi terkai t 
baik vertikal maupun horizontal unruk mendapalkan imormaai. 
masukan, scrta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. rnenelaah dan mengkaji peratura.n perundang-undangan sesuai 
lingkup rugasnya sebagat bahan atau pcdoman untuk rnelaksanakan 
kegiatan; 

r. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
oetaksaoaa», dan naskah dinas sesual Ungkup tugasnya gu na 
mcndukung kclancaran pelaksanaan kcgiatan: 

g. mengadakan pcnyuluhan teknte di bidang pcngclotaan kopcrasi 
.simpan pinjam dan unit simpan pinjarn kopcrasi sesuai dengan 
peraturan pcrundang-undangan; 

h memfasilitasi pcmbiayaan kegiatan kopemsi simpan pinjam dan unit 
simpan pinjam koperasi agar pclaksanaan usaha koperasi bcrjalan 
Se$l.Jtli dengan pc.rcncanaan: 
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3. Bidang Pcmberdayaon Usaba M ikro 
~.1 Sub Koordinator Pengernbangan Usaha Mikro mempunva, tugas · 

a. menyusun rencana dan program k1.'Kiatan Sub Koordinator 
Pengembang:an usana Mikro berdasarkau pcraturan pcrundana 
undangan dan nasit evaluasi kegiatan tahun sebelumnya scbagai 
pcdoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pirnpinan rnelalui pengkajian pr-rmasatahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pclaksanaan tugas 
bcrjalan efckuf dan eflslen: 

c. mernbagi rugas bawahan sesuai de ngan jabatan clan komoetensmvu 
serta membel'ikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna 
kelancaran pelaksanaan tu.gas.; 

cl mclek se nukan koorcnnasl dun konsunasi deugan int-.1.111si tc rkuh 
balk verukal me upun horizontal umuk rncndupatknn mformasi. 
rnasukan, serta dalam rangka sinkrorusass dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas: 

c. menelaah dan mengkaji pernturan pen.mdung-undang •. m SC$Ud1 
lingkup Lugasnya ::.tbagoi bahan alau pedoman uotuk 1ndal<s.-1nak:-m 
kcgiau:m: 

I. mt'nyiapka.11 bahan p(!n_yusunc.111 pclunJuk tdrnis, pcLunJuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya g\lnn 
rnendukung kelancilrar'l pelal<sanaon kegiarnn; 

mernfasilitasi kegiatau kernitraan dan luvestasir mudal penvertaan di 
bidang koperasi .simpan pinjarn dart unh simpan pinja.m koperasi 
seauai peraruran perundang-undangan: 

J memfasilitaei kerja sarna untar kuperasi dan arnara koperasi dengan 
ltmbaga non koperasi, serta upaya pengembaugan kernajuan 
kopcrasi; 

k. melaksannkan faailitaai pelaksanaan rnodernisasi kope-r-rsr. sesuai 
dengan oerkcmbangan reknologi informasi dan aiuran perundang 
undangan yang berlaku; 

l. rnenylapkan bahan dan menyu:--un konscp Stti ndar Opcrasinnsl 
Prosedwr- (SOP) kegiato n Sub Koordinaror Fasilnosi dan Kr-miu'aan 
Koperasi demi perbaikan kustnas pelayanan pubhk: 

m. rnelaksanakan pemantauan dan evaluast pclaksanaan kt•!,!.1t11a11 sub 
Kocrdinator Fasilitasi clan Kemitraan Koperasi d~ngan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang tclah diausun untuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak 1anjut; 

.n mengevaluasi dan rncnilai prestasi kerja bawahan bcrdasarkan 
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai kc tcrrtuan dalarn 
rangka peningkatan karir. pcmbc::rian penghargaan dan sanksr; 

o rncnyusun laporan pelaksanaan kegioum kepada ptrnpu'um -, c·bttgni 
wujud akuntabilitas dan transparansi pclakssrnaan kcgiaiau: 

p. menyampalkan saran dan pertirnbangan kepada pirnpinnn bark lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan bcrja lan h.1 nca r 
scrta untuk menghindari penyimpangan , Jan 

q rnelaksanakan tugas kedinasan lam dun pimpman aeaunl dengnn 
rugas dan Iu ngsi unil kerjo nrH 



3.2. Sub Koordinator Perlindungan Usaha Mikro mernpu nyai tugas: 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator 

Perlindungan Usaha Mikro berdasarkan peraturan perundang 
undangan den hasil cvatuasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas: 

o. menjabarkan perintah pirnpinan melalui pcngkajian permasalahan 
dan pcraturan perundang .. undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efektif dan efisien; 

c. rnernbagi rugas bawahan scsuai dengan jabatan dan knmpetensinya 
serta rnernberi.kan arahan baik seecra Jisan maupun terrulie gunn 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsulcasl dengan tnstansl tetkah 
baik vcrtikal maupun horizontal untuk mendaparkan informasi, 
masukan, serta dalam rangka sinkronisasl dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

c. menelaah dan mengkaji peraturan pcrundang-undanga.n sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk mela.ksanakan 
kegietan; 

g. melaksanakan kajian dan penelitian untuk rncrencanakan dan 
mcnyiapkan pengembangan usaha rnikro; 

h, mcnyusun data/informasi kegiatan pengembangan usaha rnikm 
scsuai hasil penelitian dan pedoman yang berleku :untuk bahan 
pengambilan kcputusan atasan; 

1. memfaeilitasi sarana usaha guna mendorong perturnbuhan dan 
pcngembangan usaha rnikro: 

J, rnenyinpkan bahan da.n melaksanakan pendidikan dan petauban 
guna meningkatkan kcmampuan dan ketrampilan usaha mlkro, 

k. menginventarisir permasalahan-perrnasalahan yang bcrhubungan 
dengan pengcmbangan kewirausahaan serra rnenyiapkan behan 
petunjuk pemecahan masalah: 

I. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operaaional 
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Pcngcmbangan Usa.ha 
Mikro demi perbaikan kuatitas pelayanan publik; 

m. rnelaksanakan pcrnantauan dan evaluasi pelaksanean kegiatan Sub 
Koordinator Pengcmbangan usaha Mikro dengan cara rnengukur 
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan 
den kebijakan tindak lanjut; 

n. mcngcvaluasi dan mcnilai prestasi kerja bawahan berdasarkan 
sasaran kerja pcgawai dan perilaku kerja sesuai kerentuan dalam 
rangka pcningkat.an karir, pemberian penghargaan dan sankai; 

o. mcnyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpin.An sebagai 
wujud akuntabihtas dan transparansi pelaksanaan kegiatan, 

p. mcnyarnpaikan saran dan pcrtirnbangan kepada pimpinan baik l.isan 
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar 
serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

q. rnelaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan [ungsi uni; kerjanya, 
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3.3. Sub Koordinator Pasilitas. dan Kemitraan Usaha M1kro mcmpunyai 
tugas : 
a. rnenyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Fasilhasi 

dan Kernitraarr Osaha Mikro berdasarkan peraturan peru ndang 
undangan dan hasil evaluasl kegiatan tahun sebelurnnya scbagai 
pedornan pelaksanaan tugas: 

b. rnenjabarkan perintah pimpman melalui pengkajian permasnlahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan cfcktif dan elisien; 

c. membagi tugas b~w .. ·ahan sestmi dengan jabatan dan kompetensmya 
serta memberikan arahan baik secara Lisan maupun tertulis guna 
keiancaran pelaksanaan tugas; 

f. rncnyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pcrunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup iugasnya guna 
mendukung ke1ancaran pelaksanaan kegiatan: 

g. melaksanakan monitoring dan rnenginventarisir permasalahan 
permasalahan yang berhubungan dcngan perlindungan usaha rnikro 
kccil dan menegah serta, rncnyiapkan bahan pernccahan mas&lah; 

h. rnelaksanakan bi.mbingan teknis maupun adrninistrasi di bidang 
perlindungan usaha mikro secara langsung maupun tidak langsung 
untuk meningkatkan kinerja dan volume usaha bagi usaha rnikro: 

i. menyusun dala/informasi pc:rlindungan usaha mikro kecil dan 
menegah sesuai hasil pcnelition dan pedoman yang berlaku unruk 
bahan pengarnbilan kcbijakan atasan; 

j. melaksanakan fasilnasi perlindungan usaha mikro guna mernbcrikan 
kepastian usaha dan persaingan usaha yang sehat; 

k. menyiapkan bahan dan menyusun konscp rekomendasi penzinan 
dan kegiatan usaha pcngcmbangan jaringan pcrnasaran sesuai 
dengan persyaratan yang ditentukan dan pcraturan perundang· 
undangan; 
rncnyiapka n bahan dan menyuaun konsep Stander Operasional 
Proscdur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Usaha Mikro 
demi perbaikan kualitas pelayanan publik; 

m. melaksanakan pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kcgiatan Suh 
Koordinator Pcrlindungan Usaha Mikro dcngan cara mengukur 
pencapaian program kcrja yang telah disusun untuk bahan taporan 
dan kebijakan tindak lanjut; 

n. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berda.sarkan 
sasaran kcrja pegawai dan perilaku l<erja sesuai ketenruan dalam 
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

o. rnenyusun Laporao pelaksanaan kcgiatan kepada pirnpinan sebagal 
wujud akuntabllitas clan transparansi petaksanean kegiatan; 

p menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimplnan baik lisan 
rnaupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiaian berjalan lancar 
scrta untuk menghindari pcnyimpangan; dan 

q. melttksanakan rugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dcngan 
rugas dan fungsi unil kerjanya. 
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lain dari pimpinan scsuai dcngan r. rnelaksanakan rugas kedlnasan 
tugas dan rungsi unit kerianya. 

d. melaksanakan koordinasi dan konaultasi dengan instansi terkait 
baik vcrtikal maupun horizontal unruk mendapatke n i.nformasi, 
rnasukan, ecrta dalam rang.ka airrkrorrisuei dan harmonisasi 
pclaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mcngkaji peraturan perundang-undangan scsuai 
lingkup iugasnya sebagai bahan atau pcdoman unruk melaksnnakan 
kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pctunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai Hngkup tugasnya guna 
mcndukung kclancaran pelakaanaan kcgiatan; 

g, rnenyusun pedoman dan petunjuk pclaksanaan fasilitasi dan 
kernitraan usaha mikro sesuai dcngan peraturan perundang 
undanga.n yang berlaku guna kelancaran pclaksanaan tugaa; 

h. menglnven tarrsrr permasalah-pcrmasalahan yang berhubungan 
dengan kegiatarr fa'silitaai kemitraan usaha rnikro scrta rnenyrapkan 
konsep pemecahan masalah; 

1. menyusun konsep peluang investasl usaha pcngcrnbangan jaringnn 
pemasaran berdasarkan kebijakan atasan dan peraturan perundang 
undangan yang berlaku sebagai bahan penyusunan profit lnvestasi 
Kabupaten Kendal; 

j. menyusun data/informasi usaha pengembangan jaringan pcrnasaran 
sesuai hasil penelitian dan pedoman yang berlaku untuk baha n 
pcngambilan kebijakan, 

k. mcmfasilitasi kegiatan kemitraan usaha mikro kecil dan rnenegnh 
sesuai pcraturan pcrundang-undangan; 

L melaksanakan faeilitasi pembiayaan/akses permodalan bagi pclaku 
usaha mikro sesuai pcraturan perundang-undangan; 

m menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Opcrasional 
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Pasilitasi Dan Kerrutraan 
Usaha. Mikro demi perbaikan kualitas pelayanan publlk: 

n melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kcgiaran Suh 
Koordtnator Fasilitasi dan Kemitraan Usaha Mikro dengan cara 
mcngukur pencapaiart program kerja yang tetah disusun unLuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

o. mcngevaluasi dan menilai prestesi kerja bawahan bcrdaaarkan 
sasaran kerja pcgawai dan perilaku kcrja sesuai ketenruan dalarn 
rangka pcningkatan karir, pcmbcrian penghargaan dan sanksi: 

p, menyusun laporan pclaksanaan kcgialan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dart tranaparansi pelaksanaan kcgiatan; 

q. menyampaikan saran dan percimbangan kepada pimpinan baik lisan 
maupun terrulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar 
sena unruk menghindan penyimpangan; dan 
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